BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.124, 2013

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA. Penyediaan Jasa Akses Internet.
Wilayah Kecamatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG

PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN
UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang
Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah
Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet
Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Nomor 19/PER/
M.Kominfo/10/2010 belum menampung dan
mengakomodasi dinamika perubahan dalam
penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan
(PLIK), pelimpahan PLIK, dan adanya permohonan
penyediaan PLIK di lokasi tertentu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka
optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan Pusat
Layanan Internet Kecamatan (PLIK), perlu menetapkan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah
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Mengingat

Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet
Kecamatan,;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Bersumber Pada Kegiatan Tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3871);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara,;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
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17.

18.
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20.

21.

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun
2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis
Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National
2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 09/PER/ M.KOMINFO/06/2010 tentang
Perubahan Keenam  Atas Keputusan Meteri
Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang
Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000
(Fundamental Technical Plan National 2000)
Pembangunan Telekomunikasi Nasional;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan
Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis
Protokol Internet sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor
24/PER/M.KOMINFO/112/2011 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika  Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007
tentang Pengamanan  Jaringan  Telekomunikasi
Berbasis Protokol Internet;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat
dan Perangkat Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi


http://www.djpp.depkumham.go.id

5 2013, No.124

dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola
Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;

22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
428/KMK.05/2011 tentang Penetapan Balai
Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan Pada
Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai
Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA
WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI
INTERNET KECAMATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio,
atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi
dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

3. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi
kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan
Telekomunikasi.

4. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi.

5. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan
dan/atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan
terselenggaranya telekomunikasi.

6. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan
dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan
terselenggaranya telekomunikasi.

7. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi
dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda.
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